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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

               Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Bentuk perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Pijot Kecamatan 

Keruak Kabupaten Lombok Timur yaitu bahwa bentuk perjanjian bagi 

hasil pengelolaan tambak garam antara penggarap dengan pemilik tambak 

dilakukan secara lisan. Berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan para 

pihak sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan asas 

kepercayaan. Bila dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata bawah perjanjian, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis itu 

tetap dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Pijot Kecamatan 

Keruak Kabupaten Lombok Timur itu dilakukan melalui empat tahap 

diantaranya tahap negosiasi atau kesepakatan, pola bagi hasil, hak dan 

kewajiban pemilik lahan dan penggarap, dan pemutusan perjanjian bagi 

hasil. Dimana pada tahap petama negosiasi ini pihak dari pemilik tambak 

dan penggarap melakukan perjanjian yang akan dibicarakan sehingga 

timbul kesesepakatan bersama, setelah tahap negosiasi disepakati maka 

selanjutnya tahap bagi hasil yang telah disepakati yaitu setengah untuk 

penggarap dan setengah untuk pemilik lahan, selanjutnya hak dan 

kewajiban pemilik tambak maupun penggarap tambak dimana kewajiban 

dari pada penggarap adalah mengelola, mengurus, atau menggarap garam 
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yang sudah disepakati sedangkan kewajiban dari pemilik tambak adalah 

memberi kebebasan kepada penggarap dalam pengelolaan tambak garam, 

terakhir adalah pemutusan perjanjian dimana apabila salah satu pihak 

melanggar perjanjian yang disepakati maka pihak dirugikan berhak untuk 

memutuskan hubungan kerja. 

B. Saran 

Di samping kesimpulan di atas, penulis juga menyarankan beberapa 

hal sebagai berikut:  

1) Diharapkan kedepannya didalam membuat suatu perjanjian sebaiknya 

dalam bentuk tertulis guna menjamin adanya kepastian hukum apabila 

dikemudian hari timbul sengketa sehingga perjanjian dalam bentuk tertulis 

tersebut bisa dijadikan sebagai bukti formil. 

       2) Dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil akan dilaksanakan dengan 

benar jika kedua belah pihak mampu menjaga perjanjian dengan sebaik-

baiknya, serta jika kedua belah pihak menyadari dan melaksanakan hak 

dan kewajibannya masing-masing. disepakati pada saat perjanjian dibuat.. 

        3) Melibatkan pihak pemeritah Desa dalam melakukan sebuah perjanjian 

sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang 

Bagi Hasil, selama masih berlaku. 
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